
S A L I N A N 

 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 57 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 

 KABUPATEN TANAH LAUT  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 

Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan baik dengan 

harapan dapat mendorong proses tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan 

percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, 

efisien dan terpadu dilingkungan perangkat daerah; 

   b. 

 

 

 

bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, 

efisien dan terpadu di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, maka 

perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai 

prosedur tetap pelaksanaan tugas;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Kabupaten Tanah Laut; 

Mengingat   : 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9); 



   2 
 

 

 

  2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

   3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

   4. 

 

 

 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  5. 

 

 

 

 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

   6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Reobulik Indonesia Nomor 5887); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 

  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 
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  11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 50); 

  12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 

tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 34); 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PEKERJAAN 

UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 

KABUPATEN TANAH LAUT 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten 

Tanah Laut.  

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. 

7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah 

serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

SOP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai 

pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan 

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan meliputi Sumber Daya Air, Bina 

Marga, Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Tata Ruang dan Pertanahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

 

Pasal 3 

 

Tujuan ditetapkannya SOP adalah untuk mewujudkan keseragaman 

pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

 

BAB III 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

 

Pasal 4 

 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. 

 

Pasal 5 

 

(1) SOP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan meliputi : 

1. Bidang Sumber Daya Air Seksi Perencanaan, meliputi : 

a. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa; dan 

b. menyiapkan bahan penelitian/survey, Inventarisasi, perencanaan     

tekhnis pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, 

pemanfaatan Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai. 

2. Bidang Bina Marga Seksi Perencanaan, meliputi Seksi Perencanaan 

Bidang Bina Marga. 

3. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Seksi Air Bersih dan 

Sanitasi,  meliputi : 

a. pelayanan penyediaan prasarana/sarana air bersih dan sanitasi 

bagi  masyarakat; dan 

b. perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru, 

Perpanjangan Izin, Perubahan Data, dan Penutupan Izin. 

4. Bidang Pertanahan Seksi Administrasi Pertanahan dan Seksi 

Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum meliputi : 

a. toponomi/Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintahan; dan 

b. penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. 

5. Bidang Tata Ruang, meliputi Rapat Koordinasi dan Penyusunan 

Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

6.   UPT Laboratorum, meliputi Pelayanan Pengujian Sampel. 
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(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

 

                 Ditetapkan di Pelaihari 

                 pada tanggal 1 Oktober 2018        

                                                    

    BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

   H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 1 Oktober 2018 

 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

                                        

 Ttd 

 

   H. SYAHRIAN NURDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 57 


